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ABSTRAK

Nama : Akbar Fadhlul Ridha

NIM : 131209504

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab

Judul : Hak Wali Ijbar dalam pandangan Magashid Al-Syari’ah

(Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i)
Tanggal Sidang

Tebal Skripsi : 53 Halaman

Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc, MA

Pembimbing Il : Misran, M. Ag

Kata kunci : Hak Wali Ijbar, Pandangan Imam Hanafi dan Imam
Syafi’i

Perkawinan bukanlah semata-mata merupakan wahana bagi kepentingan dua
orang mempelai,melainkan keluarga mereka juga mempunyai peran yang sangat
penting. Adanya hak wali ijbar dalam hukum perkawinan Islam adalah atas
pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dinikahkan sebab sering terjadi
seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis
dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan
kerugian pada gadis dikemudian hari. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini
adalah bagaimana konsep hak wali ijbar dalam hukum Islam dan bagaimana
pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang hak wali ijbar dalam
maqashid Al-Syari’ah. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode
pendekatan “Deskriptif’ Comparative”, yaitu suatu metode untuk menganalisa
dan membandingkan dua pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi’i
tentang hak wali ijbar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hak wali ijbar di
sini merupakan hak seorang wali baik itu ayah ataupun kakek untuk
mengawinkan anaknya tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Ada dua
pendapat mengenai hak wali ijbar ini yaitu, pertama; menurut Imam Hanafi hak
wali ijbar adalah hak seorang wali yang dapat menikahkan dengan paksa atau
tanpa melalui persetujuan seseorang yang hendak dinikahkannya, yaitu kepada
wanita kecil, wanita yang telah dewasa namun tidak berakal baik dia perawan
atau janda, kedua; Menurut Imam Syafi’i hak wali ijbar merupakan hak seorang
wali yang berhak menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya,
baik gadis tersebut sudah baligh ataupun belum baligh. Dari paparan di atas
dapat disimpulkan bahwa pandangan Imam Hanafi lebih cocok diterapkan yang
menyatakan bahwa hak wali ijbar tersebut hanya berlaku untuk anak perempuan
kecil yang belum baligh, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa dan
baligh tidak ada hak wali ijbar terhadapnya.
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Rasulullah SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kebodohan

menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi
ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan
Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indone5|a tertanggal

September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor 0543 b/U/1987.}

1. Konsonan

Arab Transliterasi Arab Transliterasi
\ Tidak disimbolkan L T
- B L Z
al T ¢ ¢
& S ¢ G
z J (] F
d H E Q
z Kh 4 K
3 D J L
3 7\ 2 M
D R O N
2 Z 9 W
o S o H
u'i Sy c ’
o= | S < Y
o= |D

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

! Tim Penyusunan Fakultas Syariah, Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan
Akhir Studi Mahasiswa, (Banda aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam

Banda Aceh, 2010), him 21




a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah I
Dammah U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf
L Fathah dan ya Ai
= Fathah dan wau A
Contoh:
< : kaifa Jsa :haula
3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda
¢/ Fathah dan alif atau A
¢ Kasrah dan ya I
@ Dammah dan wau U
Contoh:
Ja : gala
2 rama

Js . gila
X



4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
a. Ta marbutah (¢) hidup
Ta marbutah (¢) yang hidup atau mendapat harkat fatsah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah () mati

Ta marbutah (8) yang mati atau mendapat harkat
sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya adalah ta marbutah
(3) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta
bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (¢) itu
ditransliterasikan dengan h.

Contoh
Jikyiday - raudah al-atfal
505l Al
‘ Munawwarah
- Talhah
Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn
Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa
Indonesia tidak ditranliterasikan. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bukanlah semata-mata merupakan wahana bagi
kepentingan dua orang mempelai, melainkan keluarga mereka juga mempunyai
peran yang sangat penting. Seorang perempuan menurut mereka, pada umumnya
kurang memiliki kecerdasan dalam hal memilih calon pasangan hidupnya.Untuk
mengatasi hal ini, unsur kerelaan perempuan atas calon suaminya sudah
dianggap cukup sebagai bahan pertimbangan bagi kepentingan perkawinannya.
Adanya wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan
untuk kebaikan gadis yang dinikahkan sebab sering terjadi seorang gadis tidak
pandai memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih
jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis
dikemudian hari, misalnya dari segi pemeliharaan jiwa keagamaanya, dan
sebagainya.

Oleh karena itu, Tidak semua wali nikah diberikan hak ijbar karena
kesempurnaan kasih sayang mereka berbeda-beda, sehingga hak ijbar
dikhususkan terhadap wali yang paling sempurna kasih sayang yaitu ayah dan
kakek, Dalam hal ini Ibnu Qasim Al-Ghazzi dalam Fathu Al-Qarib mengatakan

bahwa:
2K e bl aal s U gy Sull



2
Boleh terhadap ayah dan kakek untuk memaksa gadis perawan untuk
menikah.?

Adapun hak ijbar merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu
atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam figih islam yang
kaitannya dengan soal perkawinan. Orang yang memiliki hak ijbar adalah ayah
dan kakek, di mana kedudukan mereka sebagai wali mujbir menjadikannya
mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya,
meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan ini di
pandang sah menurut hukum. Dalam hal ini hak ijbar dimaksudkan sebagai
bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena
keadaan dirinya dianggap belum memiliki kemampuan atau lemah untuk
bertindak.

Perwalian ijbar menurut Imam Hanafi adalah:

35 5l SIS gl o il ) K05 puall e A9V ) ga jlal Y 5 Adia ol JB

28 8yl 5 4 gindl)

Imam Abu Hanifah berkata: “perwalian ijbar ialah perwalian kepada
wanita kecil baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah
dewasa akan tetapi kurang waras , dan perwalian terhadap budak

perempuan. ”

lbnu Qasim Al-Ghazzi, Fathu Al-Qarib’ala Matni Al-Ghayah wa At-Tagrib,
(Semarang: Toha Putra), him. 109.

*Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, Syarah Fathul Qadir, (Beirut:Dar al-Kutub al-
Ilmiyah, 1995), him. 246.
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Dari pendapat beliau tersebut dapat dipahami bahwa perwalian mujbir
atau perwalian yang bersifat memaksa ditujukan kepada wanita kecil, baik
wanita tersebut gadis ataupun janda, dan begitu juga wanita yang telah dewasa
namun ia tidak cakap hukum seperti idiot.

Menurut Imam Hanafi tidak ada perwalian kecuali wali mujbir. Karena
menurut beliau seorang wanita yang telah dewasa ia dapat menikahkan dirinya
sendiri. Apabila wali memaksa menikahkan anak gadis yang sudah dewasa,
maka hukum nikahnya dihukumi mauquf (digantungkan keabsahannya). Oleh
karena itu hak wali ijbar yang dikenal dalam pandangan Abu Hanifah adalah
hanya bagi gadis atau janda yang belum baligh karena wanita yang telah dewasa
dianggap telah mampu menentukan pasangan hidupnya tanpa perlu persetujuan
dari wali.* Sebagaimana pendapat beliau:

- \als e ABLaY ARl 5 5l g riia i ce

Seorang wanita yang telah dewasa (balig) dan berakal, ia dapat
mengagadkan atau menikahkan dirinya sendiri.

Menurut Abu Hanifah perwalian kepada perempuan yang merdeka,
berakal, dan telah baligh baik perawan atau janda kedudukannya adalah sunnah
untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh Islam. Karena
seorang perempuan dalam pandangan mereka harus melaksanakan sendiri akad
pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya.® Dalam kutipan pendapat

Imam Hanafi:’

*Abi Muhammad Mahmud bin Muhammad al-‘Aini, Al-Binayat fi Syarh al-Hidayat,
(Beirut: Dar al-Fikr. 1990), cet Ke-2, Juz IV, him. 584.

>Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, Syarah Fathul Qadir, him. 246.

®Wahbah Zuhaili, Figih al-Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani,
dkk,Figih Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 179.

’Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, Syarah Fathul Qadir, (Beirut:Dar al-Kutub al-
limiyah, 1995), him. 248.
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Tidak boleh bagi wali untuk memaksa anak gadis yang telah baligh

dalam pernikahan.

Menurut Imam Syafi’i wali merupakan syatar sah dalam sebuah
perkawinan. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan wanita yang
berada dalam pengampuannya. Wali nikah menurut Imam Syafi’i memiliki dua
hak yakni Hak Ijbariyah dan Hak Ikhtiyariyah.? Hak ijbariyah adalah hak paksa
seorang wali terhadap wanita yang berada dalam perwaliannya. Wali yang
memiliki hak ijbariyah adalah ayah atau kakek ketika tidak ada ayah. Seorang
wali yang mempunyai hak ijbar disebut wali mujbir yakni wali berhak memaksa
untuk menikahkan anak gadisnya baik yang belum dewasa maupun yang sudah
dewasa meskipun tanpa dimintai persetujuannya, adapun meminta
persetujuannya merupakan hal yang disunnahkan. Seorang anak gadis apabila ia
dimintai persetujuannya yaitu cukup dengan diamnya menurut gaul yang shahih
apabila sudah baligh dan berakal. Adapun hak ikhtiyariyah adalah hak wali
dalam menikahkan wanita janda. Seorang janda harus dimintai persetujuannya
dengan jelas tidak cukup dengan diamnya.’

Tentang masalah ijbar, Imam Syafi'i menyandarkan pendapatnya pada
sebuah hadis yang menceritakan perkawinan Rasul dengan "Aisyah putri Abu

Bakar ra.:

8AI-Syaﬁ’i, Al-Umm, (Beirut: Dar al-Qutaybah, Jilid X, 2003), him. 39.
9L -
Ibid.
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Rasul menikahiku pada saat usiaku 6 tahun, dan hidup bersamaku pada
usia 9 tahun.

Rasulullah SAW mengawini ~Aisyah setelah Khadijah, istri pertama
Rasul, meninggal dunia, yakni tahun ke-3 (tiga) sebelum hijrah.'! Jika dikatakan
dalam hadits bahwa "Aisyah berumah tangga dengan Rasul pada usia 9 tahun,
berarti saat itu "Aisyah baru berada di kota Madinah pada tahun ke 3 Hijriyah.
Al-Nawawi dalam menjelaskan hadits di atas mengemukakan bahwa tidak perlu
izin bagi ayah untuk mengkawinkan anak perempuan yang masih kecil, sebab
anak yang masih kecil tidak mungkin memberikan izin. Tentu pertimbangan
yang digunakan oleh ayah adalah untuk kemashlahatan anak gadis yang
dikawinkannya.*?

Masih terkait hadits pernikahan Rasul dengan "Aisyah di atas, Imam

Syafi'i menyatakan:

O e & AT e 575l T Al adle A1) la ol Ll K A 218 U
D20 U aaf die ey Gal a0 Tl 1) calS ol Lpadi (g KL Gl L

G ol ¢ KB 315 s e

'® Abi Husaini Muslim Bin hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, Shohih Muslim, him. 604.

“Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih Muslim, Vol. 9, (Beirut :
Dar al-Ma’rifah), hlm. 26.

“Abu Zakariya Yahya bin Syarah al-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, (Beirut : Dar
Thya’ Turats al-Arabi), him. 206.
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Dari pernikahan "Aisyah dengan Nabi saw oleh Abu Bakar ra disaat
masih usia 6 tahun dan berumah tangga dengan Rasul pada saat 9 tahun
menunjukkan bahwa ayah lebih berhak atas diri gadis melebihi hak
dirinya sendiri, sebab seandainya anak perempuan yang telah mencapai
usia gadis lebih berhak atas dirinya sendiri daripada ayahnya, itu sama
halnya bagi ayah tidak diperbolehkan menikahkannya sampai ia
mencapai usia baligh sehingga perkawinannya baru dapat

diselenggarakan atas izinnya.*®

Dari pernyataan Imam Syafi'i di atas diketahui bahwa seorang wali lebih
berhak atas diri anak gadisnya, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan,
selama memang belum mencapai usia dewasa atau baligh. Hal ini dipandang
wajar, sebab anak dalam usia sebelum baligh seluruh tindakan keperdataannya
dilimpahkan kepada walinya, hal ini sebab anak tersebut belum dipandang
sebagai cakap hukum. Al-Qardhawi sedikit menjelaskan tentang timbulnya
pendapat ijbar yang dikemukakan oleh mazhab Syafi’i. beliau mengatakan
adanya pendapat ijbar yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i, ternyata itu
dikarenakan Imam Syafi’i terkontaminasi oleh lingkungan pada masa beliau
hidup. Sebab tradisi yang berlaku pada waktu itu seorang wanita memasrahkan
penuh terhadap orang tuannya dikarenakan mereka malu dan dan tertutup untuk
memilih jodohnya sendiri. Di samping itu orang tua kebanyakan saat itu sangat

arif dan bijaksana dalam memilihkan jodoh untuk putri-putrinya.

Perbedaan tersebut tentunya terlihat dari pernyataan berbagai pandangan
dan pemahaman dari kedua imam mazhab yang menjadi subjek dalam penelitian

ini yakni Imam Hanafi dan Imam Syafi’i. Yang mana kedua imam mazhab

BMuhammad bin Idris al-Syafi‘i, Al-Umm, CD al-Maktabah al-Syamilah, Vol. 5, him.
17.
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tersebut memiliki metode dan pendekatan berbeda dalam permasalahan hak wali
ijbar. Karena itu penulis merasa tertarik untuk membahas “Hak Wali Ijbar
dalam Pandangan Magashid Al-Syari’ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi
dan Imam Syafi’i)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, penyusun membuat
beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep hak wali ijbar dalam hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang hak wali
ijbar dalam magashid al-Syari ‘ah?

C. Tujuan Penelitian
Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan
yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun
bagi para pembaca. Tujuan penelitian ini adalah:
1. Mendeskripsikan konsep hak wali ijbar dalam hukum Islam
2. Mendeskripsikan pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang hak
wali ijbar dalam maqashid al-Syari’'ah

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami
istilah beda judul skripsi ini, maka penulis menguraikan istilah tersebut sebagai
berikut:



1. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang
telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia
hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan,
kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh
undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk
menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

2. Wali

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian wali adalah orang
yang menurut hukum Agama, adat diserahi kewajiban mengurus anak yatim
serta hartanya selama anak itu sebelum dewasa, pengasuh pengantin perempuan
ketika menikah, yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.**

3. ljbar

ljbar merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar
tanggungjawab, dan istilah ini dikenal dalam figih islam yang kaitannya dengan

soal perkawinan.

3. Magashid al-Syari’ah

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah Menegaskan bahawa syariah itu
berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia
baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan
perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat

mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.”>Al  Khadimi Berpendapat

' Thim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru (Jakarta: Pustaka
Phoenix, 2012), HIm. 941.

“lbn Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwagqqi'in, (Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah,1996) ,him. 3.
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magashid sebagai prinsip islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta.

Dr.WahbahZuhaily menyebutkan Maqashid al-Syari’ah adalah sejumlah
makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara’ dalam semua atau sebagian
besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari’at, atau rahasia di balik
pencanangan tiap-tiap hukum oleh Syar’i (pemegang otoritas syari’at, Allah dan
Rasul-Nya).*

Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya
tentang urusan agama. Atau hukum agama yang ditetapakan dan diperintahkan
oleh Allah. Magqashid syari’ah adalah tujuan yang menjadi target teks dan
hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik
berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan
umat. Maksud-maksud juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi
tujuan ditetapkannya hukum. Magashid al-syari’ah dalam arti Magashid al-
Syari’, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
b.Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan

d. Tujuan syariat adalah membawa ke bawah naungan hukum.

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan
istilah dharuriyat tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara

oleh hukum islam.’

*Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-Figh al-Islami,(Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), him.
145.

YYusuf al-qardhawi, Figih Magasid Syari’ah,(Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar,
2006), him.13.
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E. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis tidak menemukan skripsi yang
berkaitan dengan hak wali ijbar dalam magashid al-syari’ah (studi perbandingan
Imam Hanafi dan Imam Syafi’i), akan tetapi penulis menemukan banyak
literatur atau karya ilmiah yang berhubungan dengan hal tersebut.

Pertama, ditulis oleh Roja Fikria pada tahun 2018 yang berjudul
“Metode Istinbath Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Pernikahan Anak
Perempuan Yatim di Bawah Umur Oleh Selain Wali Mujbir. Skripsi ini
menjelaskan dasar penetapan hukum pernikahan anak perempuan yatim di
bawah umur oleh selain wali mujbir menurut Imam Abu Hanifah. Metode
istinbath hukum Imam Abu Hanifah terhadap pernikahan anak perempuan yatim
di bawah umur oleh selain wali mujbir adalah dengan menggunakan pola
penalaran bayani atau disebut juga lughawiyah, yaitu penalaran yang pada
dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan.'®

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rini Purnama pada tahun 2018 yang
berjudul “Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi” .
Skripsi ini membahas tentang pandangan Imam Hanafi tentang seorang wanita
baik gadis atau janda yang sudah baligh dan berakal dapat melaksanakan
pernikahannya secara langsung atas dirinya sendiri, baik dengan laki-laki yang
sekufu atau tidak sekufu, akan tetapi apabila laiki-laki yang dikawininya tidak
sekufu maka para wali dapat membatalkan pernikahannya atas nikah tersebut.
Adapun persyaratan mengenai pernikahan tanpa wali menurut Abu Hanifah
jalah sekufu atau sederajat (sebanding) antara mempelai laki-laki dan

' Roja Fikria, Metode Istinbath Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Pernikahan Anak
Perempuan Yatim di Bawah Umur Oleh Selain Wali Mujbir, (Skripsi Program S1 UIN Ar-
Raniry, 2018).
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perempuan, mahar yang patut yakni mahar yang berupa harta benda yang
berharga dan jelas harta tersebut ada saat akad nikah.*®

Ketiga, skripsi ini ditulis oleh Haizat Alapisa Bin Kama tahun 2017 yang
berjudul “Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali (Analisis Terhadap
Metode Istinbat Mazhab Hanafi)”. Skripsi ini membahas tentang kedudukan
akad nikah wanita tanpa wali, menurut jumhur ulama nikah tidak sah tanpa wali
yaitu wanita menikahkan dirinya sendiri. Akan tetapi hal ini berbeda dengan
pandangan mazhab Hanafi yang mengatakan wanita boleh menikahkan dirinya
sendiri dengan beberapa alasan, diantaranya seorang wanita yang baligh dan
berakal boleh menikahkan diri sendiri atau anak perempuannya atau menjadi
wakil dalam pernikahan, dan kemudian laki-laki yang dinikahi wanita itu harus

sepadan (kafa’ah) dan memberikan kepada wanita dengan mahar mitsl. %

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara bagaimana peneliti mencapai tujuan atau
memecahkan masalah. Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting
dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat
ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat?* Guna
mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah, maka penelitian ini
menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang

sumber datanya diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang

® Rini Purnama, Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi,
(Skripsi Program S1 UIN Ar-Raniry, 2018).

?% Haizat Alapisa Bin Kama, Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali (Analisis
Terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi, ( Skripsi Program S1 UIN Ar-Raniry, 2017).

?!'Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), him. 22.
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memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti, kemudian dipelajari atau
ditelaah.
2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan cara mengumpulkan dan mempelajari langsung kitab-kitab atau buku-
buku karya tokoh yang diteliti sebagai sumber primer, ditambah dengan
penggalian data yang dirujuk dari buku-buku atau tulisan-tulisan lain yang
berhubungan dengan pembahasan yang diteliti, dan sumber ini dinamakan
sumber data sekunder. Data primer yang diambil sebagai bahan dalam penelitian
ini adalah dari kitab Imam Hanafi dalam kitab al-Mabsuth dan kitab-kitab ulama
hanafiyah. Sedangkan Imam Syafi’i adalah kitab al-umm asli, kitab terjemahan
al-umm, figih perbandingan masalah pernikahan, figih lintas mazhab, dan
sebagainya. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan membaca dan menelaah
buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini.
Seperti, buku-buku yang membahas tentang posisi hak wali ijbar terhadap
perempuan dalam pernikahan.

3. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa
dengan menggunakan metode “Deskriptif Comparative” maksudnya, data hasil
analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-
pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan

masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan untuk memperoleh gambaran secara

global mengenai permasalahan apa yang akan dibahas, dalam penulisan skripsi
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ini penulis membagi pembahasan kedalam empat bab. Dalam tiap-tiap bab
dibagi kedalam beberapa sub bab sebagai berikut:

Pada bab yang pertama, terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian
pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, penulis memberikan gambaran terkait konsep wali ijbar
yang isi pembahasannya terdiri dari definisi wali, macam-macam wali, dan
definisi wali ijbar. Dan kemudian gambaran terkait konsep magashid al-
syari’ah yang isi pembahasannya terdiri dari definisi magashid al-syari’ah dan
maqashid al-syari’ah dalam pernikahan.

Pada bab ketiga, penulis menguraikan pandangan Imam Hanafi dan
Imam Syafi’i tentang wali ijbar ditinjau dari magashid al-syari’ah yang isi
pembahasannya terdiri dari biografi singkat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i, hak
wali ijbar menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i, serta analisis pendapat
Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang wali ijbar.

Pada bab keempat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan
yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya
dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis

ilmiah ini.
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KONSEP WALI IJBAR DAN MAQASHID AI-SYARI’AH

A. Konsep Wali Ijbar
1. Definisi Wali dan Macam-Macam Wali

Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang
dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang
dilakukan oleh walinya.

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-
Wali dengan bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong.
Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang
menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim,
sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada
waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria). Wali
dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah
nikahnya tanpa adanya (wali). Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil
suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang mangakadkan
nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali dalam suatu
pernikahan merupakan suatu hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai
wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali
dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang
lain.?

Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi
bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin

pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau

*’Djamaan Nur, Figih Munakahat, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), him. 65.
14



15

mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang
laki-laki yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang wali dalam suatu akad
nikah sangat diperlukan, karena akad nikah tidak sah kecuali dengan seorang
wali (dari pihak perempuan).?

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya
berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya ia
bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu
memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia
bertindak sendiri secara hukum, baik bertindak atas harta atau atas dirinya.**

Dalam istilah figih, perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan
agama kepada seseorang untuk melakukan, menguasai dan melindungi orang
atau barang. Penguasaan dan perlindungan itu disebabkan oleh:

e Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atau budak yang
dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.

e Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah
seorang kerabatnya atau anak-anaknya.

e Karena memerdekakan budak, seperti perwalian seseorang atas budak
yang dimerdekakannya.

e Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas
rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang Yyang

dipimpinnya.?

“Moh. Rifa’i, Ilmu Figih Islam Lengkap, (Semarang: Toha Putra, 1978), him. 456.

2*Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006),
him. 68.

**Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet ke-3 (Jakarta:
Bulan Bintang, 1993), him. 93.
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Wali nikah terbagi kedalam beberapa kategori, diantaranya:
a. Wali nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon
mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai
berikut:

1. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria
murni  (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada
penghubung yang wanita) yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke
atas.”®

2. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu:
saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara
kandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah.

3. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu:
saudara kandung dari ayah, saudara sebapak dari ayah, anak
saudara kandung dari ayah, dan setrusnya ke bawah.

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam
sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut
di atas belum baligh, atau tidak berakal, atau rusak pikiranya, atau bisu
yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka

hak menjadi wali pindah kepada wali berikutnya.

Umpanya, calon mempelai wanita yang sudah tidak mempunyai
ayah atau kakek lagi, sedang saudara-saudaranya yang belum baligh dan

tidak mempunyai wali yang terdiri dari keturan ayah (misalnya

*®Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta : Akademik Pressindo, 2003), him.
110-111.
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keponakan) maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari

ayah (paman).”’

Secara sederhana urutan wali nasab dapat diurutkan sebagai berikut:

1.

© 00 ~N o O B~ W DN

Ayah kandung,

. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalm garis laki-laki,
. Saudara laki-laki sekandung,

. Saudara laki-laki seayah,

. Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung

. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah

. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,

. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,

. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman),

10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah),

11. Anak laki-laki paman sekandung,

12. Anak laki-laki paman seayah,

13. Saudara laki-laki kakek sekandung,

14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung,
15. Anak laki-lakisaudara laki-laki kakek seayah.”®

b. Wali Hakim

Orang-orang yang berhak menjadi wali adalah pemerintah,

khalifah, penguasa atau gadhi nikah yang diberi wewenang dari

kepala negara menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak

ada orang-orang diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-

Ibid...hIm. 112.
® Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),

him. 87.
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orang yang terkemuka didaerah tersebut atau orang-orang yang
alim.?
Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah
jika dalam kondisi-kondisi berikut :
a. Tidak ada wali nasab.
b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali agrab atau wali ab "ad.
c. Wali agrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih
92,5 km (masafatul gasri) atau dua hari perjalanan.
d. Wali agrab dipenjara dan tidak bisa ditemui.
e. Wali agrabnya adhal.
f. Wali agrabnya berbelit-belit (mempersulit)
g. Wali agrabnya sedang ihram.
h. Wali agrabnya sendiri yang akan menikah, dan
I. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali
mujbir tidak ada.
Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila :
a. Wanitanya belum baligh.
b. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu.
c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah.
d. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.
Wali hakim dalam sejarah  hukum  perkawinan di
Indonesia, pernah muncul perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad bersabda

sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.*°

**Tihami, Fikih Munakahat, (Jakarta, Rajawali 2010), him. 97.

*9zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006),
him. 19
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Pengertian sultan adalah raja atau penguasa, atau pemerintah.
Pemahaman yang lazim, kata sultan tersebut diartikan hakim, namun
dalam pelaksanaanya, kepala Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan
atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali hakim
dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali
atau, walinya adhal.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali
hakim. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:

1) Wali nasab tidak ada artinya memang tidak ada (kemungkinan
calon mempelai kehabisan wali, dalam artian semua wali nasab
yang memenuhi syarat sebagai wali telah meninggal dunia atau
calon mempelai wanita tidak mempunyai wali karena wali
berlainan agama atau calon mempelai perempuan merupakan
anak yang dilahirkan diluar pernikahan)

2) Wali nasab tidak mungkin hadir : karena berpergian jauh sejauh
masufakul qasri (92,5 km) dan sulit dihubungi, berhaji atau
melaksanakan umrah

3) Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya

4) Wali nasab ghaib (mafqud) : diperkirakan masih hidup tetapi tidak

diketahui rimbanya.

5) Wali nasab adhal atau enggan menikahkan (setelah ada putusan
Pengadilan Agama tentang wali tersebut). Wali adhal adalah wali
yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal

dengan seorang laki-laki pilihannya.®

*'Hernawati dan Mukhlisin, Menuju Pernikahan Islami, (Karanganyar : Genius
Komputer, 2008), him. 36.
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c. Wali Mu 'tiq
Wali Mu'tig adalah seseorang yang memiliki hak dan
kewenangan menjadi wali nikah terhadap perempuan yang

dimerdekakannya.

d. Wali Muhakkam (Tahkim)

Wali Muhakkam juga disebut dengan wali tahkim yang berarti
wali yang diangkat oleh calon suami dan calon istri. Orang yang bisa
diangkat menjadi wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang,
disegani, luas ilmu figih-nya terutama tentang munakahat,
berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.*

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat
bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak,
dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena
berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat
mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat
sahnya nikah bagi yang mengharuskan adanya wali. Wali yang
diangkat oleh mempelai ini disebut wali muhakkam atau tahkim.*

Adapun cara pengangkatannya adalah calon suami
mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat “Saya angkat
bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si... (calon istri)

dengan mahar ... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan

*M. Idris Ramulya, Hukum Perkawinan Islam, , (Jakarta, Bumi Aksara, 1999), Cet.
Ke-2, him. 39.

**Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : UIl Press, 1999),
him. 45.
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senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama.

Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima tahkim ini.”

Wali tahkim terjadi apabila :
a. Wali nasab tidak ada.
b. Wali nasab ghaib, atau berpergian jauh selama dua hari
perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu, dan
c. Tidak ada gadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk
(NTR).

2. Definisi Wali ljbar
Arti wali ijbar (wali mujbir) itu sendiri adalah seorang wali yang berhak
mengawinkan anaknya tanpa menungggu kerelaan yang dikawinkan itu.** Dan
hak wali ijbar mempunyai arti adalah hak seseorang wali untuk menikahkan
anak perempuannya secara sepihak dan memperbolehkan memaksa anak
perempuannya dengan laki-laki pilihannya tanpa meminta izin terlebih dahulu

kepada anaknya.*®

Melihat pengertian tersebut bahwasanya hak wali ijbar mengandung
unsur paksaan untuk menikahkan orang berada dalam kekuasaanya. Namun
pemaknaan ijbar ini diperlukan penjelasan etimologis . Secara etismologi kata
ijbar berasal dari ajbara-yujbiru yang artinya memaksa dan diwajibkan untuk
melakukan sesuatu. Sedangkan ijbar secara terminologis adalah kebolehan dari
ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa

seizinya. Dengan demikian wali lebih berhak menikahkanya dari pada orang

3*Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, him. 63.

*Moch. Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan, (Yogyakarta:
Darussalam 2004), him. 77.
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yang akan melaksanakan nikah tersebut.*® Oleh karena itu wali boleh

menikahkan anak perempuan tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan.

Kata ijbar itu juga perlu dibedakan dengan kata ikrah, karena keduanya
juga sama mengandung arti paksaan. Namun kata ikrah mempunyai arti suatu
tindakan yang tidak bertanggungjawab, melanggar hak asasi manusia, dan
terkadang disertai dengan ancaman. Pemaksaan ini biasanya dilakukan orang-
orang yang diragukan tanggungjawabnya. Sedangkan arti ijbar adalah suatu
tindakan untuk melakukan pernikahan terhadap anak perempuan atas dasar
tanggungjawab yang biasa dilakukan oleh ayah atau kakek. Ijbar disini juga bisa
dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan seorang wali terhadap anak
perempuan. Karena keadan anak tersebut yang belum bisa mampu bertindak

atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.*’

Sementara itu wacana masyarakat yang sudah menyebar adalah bahwa
orang tua sering sekali memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihanya,
bukan pilihan anaknya, biasanya disebut kawin paksa. Hal seperti ini merupakan
kesalahan mendasar dalam memahami makna ijbar dan ikrah. Dengan demikian
memahami makna ijbar berarti kekuasaan orang tua atau wali itu hanyalah hak
untuk menikahkan saja, bukan tindakan memaksa kehendaknya wali tanpa
memperhatikan keadaan anak perempuan tersebut. Oleh karena itu, hak ijbar
wali lebih menekankan aspek tanggungjawab, dengan alasan anak tersebut

belum memiliki kemampuan untuk bertindak diri sendiri.

B. Konsep Magasid Al-Syari’ah

1. Definisi Maqashid Al-Syari’ah

*¢Abi Abdillah Muhammad bin Idris Ash-Shafi“l, al-Umm, jilid V , him. 162-163.

*” Husein Muhammad, Fikih Perempuan Refleksi Kiyai Wacana Agama dan Jender, cet
2, (Yogyakarta: LKIS, 2002), him. 80.



23

Magashid Al-Syari’ah ditinjau dari lughawi (bahasa), maka terdiri dari
dua kata, yakni magashid dan syari’ah. Magashid adalah bentuk jama’ dari
magshud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari’ah secara bahasa berarti
sldl Ayt aml sall yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber

air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok.

Magasid Al-syari ‘ah ialah tujuan al-syari’ (Allah Swt dan Rosulullah
Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari
nash Al-Qur“an dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan
suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Bila kita
meneliti semua kitabullah dan Sunnah Rasulullah Saw. yang terumus dalam
figh, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan pensyari’atannya.?’8 Semuanya
untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anbiya
(21): 107:

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat
bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya [21]: 107).%

Rahmat dalam ayat di atas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk
semesta alam, termasuk di dalamnya manusia. Hal ini diperkuat oleh pendapat
Abdul Wahab Khalaf, bahwa tujuan syariat adalah sebagai berikut :“Dan tujuan
umum Allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala

kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat dharuri

**Mardani, Ushul Figh, (Jakarta,Raja Grafindo, 2013), him. 333.

**Kementerian Agama RI, Al-Qur ‘an dan Terjemahan, QS. Al-Anbiya (21): 107, him.
264
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(kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat hajiyyah (kebutuhan sekunder) dan
kebutuhan yang bersifat tahsini (kebutuhan tersier)”

Begitu juga menurut lzzudiin Ibn Abdi Salam, bahwa tujuan syariat
adalah semua aturan syari”ah itu membawa kemaslahatan, adakalanya
menghilangkan mafsadat (kerusakan) dan mendatangkan mashlahah
(kebaikan).*

Lahirnya sebuah pemikiran tidak lepas dari adanya proses saling
mempengaruhi antara pemikiran yang satu dengan yang lainnya yang telah ada,
sehingga suatu teori akan terus berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat,
dan tidak akan pernah mencapai satu titik final. Oleh karena itu, menjadi tugas
para pemikir untuk berinteraksi dengan tradisi dan budaya yang mengitarinya,
baik yang merupakan masa lalu maupun yang muncul belakangan, sehingga
mampu mengemaskan kembali. Melahirkan suatu teori baru atau bahkan
meruntuhkan teori lama sesuai dengan paradigma yang berkembang.

Secara terminologi, maqgashid al-syari’ah adalah hukum-hukum islam
yang telah digariskan oleh Allah kepada para hambanya agar mereka beriman
dan mengamalkan hal-hal yang membawa kebahagiaan mereka di dunia dan di
akhirat. Sedangkan secara leksikal, maqasid al-syari’ah adalah maksud atau
tujuan pensyari’atan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, yang menjadi tema
utama dalam bahasannya adalah mengenai masalah hikmat dan illat
ditetapkannya suatu hukum. Para ulama menjadikan maqasid al-syari ‘ah

sebagai salah satu bagian penting dalam kajian Usul figh.

**Kementerian Agama RI, Al-Qur ‘an dan Terjemahan, QS. Al-Anbiya (21): 107, him.
264
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Dalam perkembangan selanjutnya, kajian ini juga menjadi obyek utama
dalam bidang filsafat hukum Islam.** Kajian terhadap magasid al-syari’ah
dianggap penting karena dapat menjadi landasan penetapan hukum
pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak
ditemukan ketegasannya dalam nash. Dalam melakukan ijtihad, seorang
mujtahid harus menguasai aspek maqgasid al-syari’ah, tanpa adanya itu
seseorang tidak akan bisa memahami dengan benar ketentuan syara’ jika tidak
mengetahui tujuan hukum dan mengetahui kasus-kasus yang berkaitan dengan
ayat yang diturunkan.

Dalam upaya mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam, terutama
dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan
hukum kontemporer, para mujtahid perlu mengetahui tujuan pensyari’atan
hukum dalam Islam. Selain itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka
mengenal pasti, apakah satu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terdapat
suatu kasus tertentu atau kerana adanya perubahan struktur sosial, hukum
tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Dengan dikatakan, pengetahuan
mengenai maqasid al-syari ‘ah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam
ijtihad. Khusus dalam menghadapi persoalan-persoalan figh kontemporer,
terlebih dahulu perlu dikaji secara teliti hakikat dari masalah tersebut. Penelitian
terhadap suatu kasus yangakan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan
penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Dengan kata
lain, bahwa dalam menerapkan nash terhadap suatu kasus baru, kandungan nash
harus diteliti secara cermat, termasuk meneliti tujuan pensyari’atan hukum
tersebut.

Setelah itu baru dilakukan kategorisasi masalah (tangih al-manat),

apakah ayat atau hadis tertentu layak dijadikan dalil bagi kasus baru tersebut.

*Ali Mutakin, Teori Magasid Al-Syari ‘ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath
Hukum, Jurnal Ilmu Hukum (STAI Nurul Iman) Bogor, 2017, him. 550.
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Mungkin ada suatu kasus baru yang hampir sama dengan kasus hukum yang
terdapat di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis. Jika ternyata tidak ditemukan
kesamaan atau kemiripan antara persoalan baru dengan kasus hukum yang ada
pada kedua sumber hukum tersebut, maka konsekuensinya persoalan baru
tersebut tidak dapat disamakan hukumnya dengan kasus hukum yang terdapat di
dalam Al-Qur“an dan Al-Hadis. Disinilah letak pentingnya pengetahuan tentang

maqasid al-syari ‘ah (tujuan pensyari’atan hukum dalam Islam).*

2. Magashid Al-Syari’ah dalam Pernikahan

Perkawinan sebagai bagian dari hukum pada umumnya memiliki tujuan
pokok yang mulia untuk kemaslahatan manusia. Secara prinsip tujuan

perkawinan tergambar dalam QS. Ar-Rum (30): 21:

P - [} )} /w D ’; 8 }; o, 5 H // 5;' rd
J2>) Vi) \;M A EETY rE:.‘w’ 2 O (é:j P35 Ol zalz 29
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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Jika akad nikah telah sah dan juga syaratnya terpenuhi, maka timbullah
kewajiban dan hak pada masing-masing pasangan. Dalam bahasa Indonesia, hak
memiliki makna sesuatu yang layak untuk kita dapatkan, sedangkan kewajiban
adalah sesuatu yang wajib ditunaikan untuk memenuhi hak orang lain.

Mewujudkan keluarga yang bahagia adalah tujuan utama perkawinan.

**Hasbi Umar, Nalar Figh Kontemporer, (Jakarta, Gaung Persada Press, 2007), him.
120-121.



27

Mengomentari prinsip ini, Syaikh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa
pengaturan fithrah kemanusiaan melalui cara perkawinan yang menguatkan
kecenderungan manusia untuk hidup kekal. Keluarga inilah cikal-bakal hidup
yang berkelanjutan, dari pasangan suami istri turunlah anak, dari anak turunlah
cucu begitu seterusnya hidup berkelanjutan. Artinya perkawinan adalah satu-

satunya untuk mewujudkan cita-cita fitrah manusia tersebut.*®

Perkawinan juga bertujuan membina keluarga sakinah, mawaddah dan
rahmah. Bahkan untuk mewujudkan mawaddah diperlukan interaksi fisik
sehingga menuntut suami istri tinggal satu rumah, baru kemudian terjalin

rahmah. Berkaitan dengan prinsip ini, ada beberapa tujuan perkawinan yakni:

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan
penyambung citacita membentuk keluarga, dan dari keluarga
terbentuklah umat, yakni umat Nabi Muhammad SAW.** tujuan ini
bersumber dari QS. An-Nisa™ (4): 1

e
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Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta

* Mahmud Syaltut, Islam: Akidah dan Syari’ah, Penerjemah; Abdur Rahman Zein,
Cet 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1986), him. 208.

* Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,Cet. 111 (Jakarta:
Bulan Bintang, 1993), him. 12.
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satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa’ [4]: 1).

Menjaga diri dari perbuatan yang dilarang terutama perzinahan.

. Untuk menjalin rasa cinta kasih antara suami istri, orang tua dengan
anak-anaknya dan seluruh anggota keluarga.

. Untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW.

. Untuk menjaga kesucian nasab keturunan. keturunan yang suci yang
jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya bisa diperoleh dengan
perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula siapa orang-orang yang
bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang memelihara dan

mendidiknya.



BAB 111
PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI’'I TENTANG HAK
WALI IJBAR DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI’AH

A. Pandangan Imam Hanafi Tentang Hak Wali ljbar
1. Biografi Singkat Imam Hanafi

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah an-Nu’man bin Tsabit
Ibn  Zauthial-Taimy. Ada yang mengatakan sebab penamaannya
dengan Hanifah adalah karena dia selalu membawa tinta yang disebut
juga Hanifah dalam bahasa Iraq.*® Menurut riwayat lain, penamaan dengan
sebutan Abu Hanifah karena i@  mempunyai  seorang putra
bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi
ayahnya dengan menggunakan kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga ia dikenal
dengan sebutan Abu Hanifah.*

Beliau lahir di Iraq tahun 80 H / 699 M dan beliau wafat di Baghdad
tahun 150 H / 767 M. Dia menjalani hidup di dua lingkup sosio-politik, yakni di
masa akhir dinasti Umaiyyah dan masa awal dinasti Abbasiyah.

Imam Abu Hanifah bukan orang Arab, tetapi keturunan orang Persia
yang menetap di Kufah. Ayahnya dilahirkan pada masa Khalifah Ali. Kakeknya
dan Ayahnya di do’akan oleh Imam Ali agar mendapatkan keturunan yang
diberkahi oleh Allah SWT. Pada waktu kecil beliau menghafal Al-Qur’an
seperti yang dilakukan oleh anak-anak pada masa itu, kemudian berguru kepada

Imam Ashim salah seorang Imam Qira’ah Sab’ah. Keluarganya adalah keluarga

*Syaikh Ahmad Farid, Biografi Ulama Salaf, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006),
him.169.

**Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1997), him. 95.
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pedagang, oleh karena itu tidaklah mengheran kanapa bila al-Nu’man pun
kemudian menjadi pedagang.*’

2. Hak Wali ljbar Menurut Imam Hanafi

Hak wali ijbar ialah hak perwalian kepada wanita kecil baik perawan
maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras ,
dan perwalian terhadap budak perempuan. Dari pendapat beliau tersebut dapat
dipahami bahwa perwalian mujbir atau perwalian yang bersifat memaksa
ditujukan kepada wanita kecil, baik wanita tersebut gadis ataupun janda, dan
begitu juga wanita yang telah dewasa namun ia tidak cakap hukum seperti idiot.

Sebagian ulama terutama dari kalangan Hanafiyah membedakan
perwalian kedalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (alwalayah
alan nafs), perwalian terhadap harta (al-walayah afal mal), serta perwalian
terhadap jiwa dan harta sekaligus (al-walayah alan nafsi wal mali ma’an).
Perwalian dalam nikah tergolong kedalam perwalian terhadap al-walayah a 1an
nafs yaitu perwalian yang berhubungan dengan pengawasan terhadap urusan
yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga, seperti perkawinan,
pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga)
yang hak kepengawasannya berada di tangan ayah atau kakek dan para wali
yang lain. Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah
perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa
mengurus, memelihara yang ada dibawah perwaliannya atau perlindungannya .

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang wanita yang menikahkan
dirinya sendiri ataupun mewakilkan kepada orang lain yang melaksanakannya

maka nikah tersebut sah mutlag, hanya wali yang memiliki hak menyanggah

*A. Djazuli. IlmuFigh, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, Cet
ke-6, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), him. 126.
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selama wanita itu belum melahirkan atau belum hamil serta perkawinan tersebut
dilaksanakan bukan dengan laki-laki yang sekufu. %

Menurut Imam Hanafi, yang menjadi hak ijbar bukan hanya ayah dan
kakek, tapi seluruhnya, selama yang akan dikawinkan itu adalah perempuan
yang masih kecil dan tidak sehat akalnya. Pendapat Imam Hanafi ini diambil
dari ayat-ayat al-Qur an yang dipahami bahwa perempuan dapat melaksanakan
perkawinannya sendiri, tanpa adanya seorang wali, seperti dalam surah al-

Bagarah ayat 232 :
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Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka
janganlah kamu (parawali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapa kerelaan di antara mereka dengan cara
yang ma'ruf. (QS. Al-Bagarah [2]: 232).

Ayat tersebut merupakan larangan bagi para wali untuk menghalangi
perkawinan seorang wanita dengan laki-laki pilihannya yang sekufu (setara),
akan tetapi wali boleh keberatan jika laki-laki yang dipilihnya tidak sekufu.

Menurut Imam Hanafi, persetujuan wanita gadis atau janda harus ada
dalam pernikahan. Sebaliknya, kalau mereka menolak, maka akad nikah tidak
boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak.

Pertama, argumentasi dalil yang dijadikan pijakan Imam Hanafi dalam

penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan berupa hadis dari

*®Mahmud Syalthut, Figh Tujuh Mazhab,(Bandung : Pustaka Setia, 2007), cet ke- 2,
him. 17.
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‘Aisyah r.a yang menceritakan tentang kedatangan seorang perempuan bernama
al-Khansa binti Khidam al-Ansariyah kepada Rasulullah Saw yang mengadukan
bahwa bapaknya telah mengawinkan dirinya dengan anak saudara bapaknya
yang tidak ia senangi. Rasulullah Saw. Bertanya, "Apakah kamu dimintakan izin
(persetujuan)?” al-Khansa menjawab: "Saya tidak senang dangan pilihan
bapak". Rasulullah Saw kemudian memanggil bapaknya, lalu menyuruhnya agar
menyerahkan persoalan perjodohan itu kepada putrinya, dan menetapkan hukum
perkawinan al-Khansa sebagai perkawinan yang tidak sah seraya berpesan,
"Nikahilah dengan orang yang kamu senangi”. al-Khansa kemudian
berkomentar

Wahai Rasulullah, sebenarnya biar saja saya menerima pilihan bapak,
tetapi saya ingin agar kaum perempuan mengetahui bahwa para bapak tidak
berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan putrinya,” dalam hal ini
Nabi Muhammad Saw menyetujuinya.*® Kedua, berupa hadis yang menyatakan
bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat calon mempelai
setuju dengan perkawinan tersebut dan tanda persetujuannya cukup dengan
diamnya. Sebaliknya, kalau gadis tersebut menolak, maka ia tidak boleh dipaksa
untuk menikah.

Dari pandangan Abu Hanafi ini maka dapat disimpulkan bahwasanya
persetujuan calon mempelai, baik dia gadis ataupun janda, maka persetujuannya
ialah hal yang sangat menentukan. Dimana persetujuan dari gadis cukup dengan
diamnya sedangkan janda harus dinyatakan dengan tegas. Dan juga menurut
imam Hanafi wali mujbir adalah seorang wali yang dapat menikahkan dengan
paksa atau tanpa melalui persetujuan seseorang yang hendak dinikahkannya,
yaitu kepada wanita kecil, wanita yang telah dewasa namun tidak berakal baik

dia perawan atau janda, budak perempuan yang dimerdekakan.

* 1bnu Qayyim al-Jauziyyah, Zadul Ma ‘@d fi Hadr Khairil ,,Ibad..., h. 703. Lihat juga
Syamsuddin as-Sarakhsi, al-Mabsuth Juz V, Beirut: Dar al-Ma“rufah, 1989, him. 11-12.
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Menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian terhadap perempuan yang
merdeka, berakal, dan telah baligh baik perawan atau janda hukumnya adalah
sunnah. Hal ini untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh
Islam. Seorang perempuan dalam pandangan Abu Hanifah harus melaksanakan
sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya. Akan tetapi
disunnahkan baginya untuk menyerahkan pelaksanaan akad nikah kepada
walinya.”®

Dalam Mazhab Hanafi hak dari wali mujbir adalah bisa menikahkan
gadis yang berada di dalam perwaliannya tanpa harus menunggu izin darinya,
tetapi hal itu tidak berlaku secara mutlak, maksud dari kemutlakan tersebut
adalah bahwa semua wali mujbir terkadang tidak bisa menggunakan hak ijbar
tersebut karena mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa hak ijbar dari wali mujbir
mampu mengahadirkan calon suami yang kafa’ah dengan si gadis,”" kafa’ah

yang dimaksud di sini mencakup Nasab, merdeka, agama, harta, dan pekerjaan

B. Pandangan Imam Syafi’i Tentang Hak Wali Ijbar
1. Biografi singkat Imam Syafi’i

Nama lengkap dari Imam Asy-Syafi’i adalah Muhammad bin Idris bin
al-‘Abbas bin ‘Utsman bin Syafi’i bin as-Saib bin ‘Ubaid bin ‘Abdu Yazid bin
Hasyim bin al-Muthalib bin ‘Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin
Ka’ab bin Luay bin Ghalib, abu ‘Abdillah al-Qurasyi Asy-Syafi’i al-Maliki,
keluarga dekat rasulullah dan putra pamannya.>

*% Wahbah Zuhaili, Figih al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr), him. 188-189.

> Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, Syarakh Fathul Al-Qadir,
Juz 111 (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-1imiah, 1995), him. 280

*>Muhammad bin AW. AL-‘Aqil, Manhaj ‘Agidah Imam Asy-Syafi’i, Pustaka Imam
Syafi’i, hlm. 15.
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Beliau dilahirkan di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 H (767 M).
Ayahnya bernama Idris, dan ibunya bernama Fatimah binti Abdillah al-Mahdh.
Beliau masih merupakan keturunan bangsawan Quraisy dan saudara jauh
Rasulullah yang bertemu pada Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah), dan dari
ibunya Fatimah merupakan cicit Ali bin Abi Thalibr.a. Ketika Imam Syafi’l
masih dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju
Palestina demi memperjuangkan dan mencukupi kebutuhan keluarga. Setibanya
di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang kerahmatullah, kemudian beliau
diasuh dan dibesarkan oleh ibunya yang dalam kondisi memprihatinkan dan
serba kekurangan.”®

Imam An-Nawawi berkata : Imam Syafi’i adalah qurasyi (berasal dari
suku qurasy) dan muthalib (keturunan muthalib) berdasarkan ijma’ para ahli
riwayat dari semua golongan, sementara ibunya berasal dari suku azdiyah. Imam
Syafi’i dinisbahkan kepada kakeknya yang bernama Syafi’i bin as-Saib, seorang
sahabat kecil yang sempat bertemu dengan Rasulullah SAW Ketika masih

muda.

2. Hak Wali ljbar Menurut Imam Syafi’i

Mazhab Syafi’i Dalam terminologi figh, wali merupakan orang yang
memiliki kekuasaan atau mempunyai kewenangan secara syar'i terhadap orang
lain, karena orang yang dikuasai memiliki kekurangan tertentu, dan ini

dilakukan untuk kemaslahatan orang yang dikuasainya itu.>*

> Moenawir Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, Cet ke-5, (Jakarta :
Bulan Bintang, 1986), him. 19.

> Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab: Ja’fari, Maliki, Syafi’i, Hambali
(Jakarta : Lentera. 2008) terj : Masykur AB. DKk, cet ke-23, him. 345.
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Secara khusus wali dalam perkawinan diartikan sebagai seseorang yang
bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.>® Dan wali
sering dimaknai dengan pengasuh pengantin perempuan yang akan menikah
yaitu yang akan melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.® Hak
perwalian bagi wali dalam pernikahan, bisa terjadi karena lima hal, yaitu :

a. Hubungan kekerabatan, baik kerabat dekat seperti ayah, kakek, dan
anak laki-laki), maupun kerabat jauh seperti anak laki-laki paman,
saudara ayah dan saudara ibu)

b. Hubungan kepemilikan, seperti hamba sahaya dengan tuannya.

¢. Hubungan yang timbul karena memerdekakan budak.

d. Hubungan mawali, yaitu hubungan yang disebabkan perjanijan antara
dua orang yang mengikatkan diri untuk saling membantu apabila
salah satu pihak dikenakan denda karena melakukan suatu tindak
pidana seperti pembunuhan. Pihak yang membantu tersebut berhak
mewarisi maulanya dan menjadi wali nikahnya

e. Hubungan antara penguasa dengan warga Negara, seperti kepala
Negara, wakilnya atau hakim. Mereka berhak menjadi wali bagi orang
yang tidak mempunyai wali, mereka berhak menjadi wali bagi
seorang perempuan Yyang tidak memiliki kerabat dekat dalam

pernikahannya.®’

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud wali nikah ialah
orang yang mempunyai wewenang untuk menikahkan seorang perempuan,

mengingat perempuan dinilai tidak mampu melakukan akadnya sendiri akibat

* Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Figh, (Jakarta : Kencana, 2003) , him. 90.
% Abdur Rahman Ghazali, Figh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2003), him. 165.

" Arief Hakiem, Pernikahan Karena Paksaan Orang Tua : Studi Kasus di Dusun
Menco Kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. (Skripsi UIN Sunan
Kalijaga, tidak diterbitkan, 2009), him. 11.
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kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sendiri, sehingga dibutuhkan
seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

Wali bagi Syafi’iyah adalah syarat sah akad nikah bagi perempuan
secara mutlak, Sehingga perempuan tidak boleh sama sekali menikahkan dirinya
baik dengan izin wali, atau menikahkan orang lain sebagai wakil wali, sehingga
tidak diterima pernikahan dirinya kepada seseorang.>®

Imam AS-Syafi’i mengatakan bahwa lelaki adalah wali bagi perempuan,
sehingga perempuan tidak sah menikah tanpa wali dan wali harus laki-laki.
Argumen Imam Syafi’i ini didasarkan pada ayat al-Quran dan Sunnah, di
antaranya adalah al-Quran surat An-Nisa ayat 34:
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Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena
Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang
taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh
Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu
khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah
mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika
mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
(QS. An-Nisa’ [04] : 34).

*Al-Nawawi, Abu Zakaria, al-Majmu’, Juz 16 (Madinah: al-Maktabah al-Salafiah),
him. 145. Al-Syairozi, Abu Ishag, al-Muhazab, Juz 4 (Dimsiq: Daru al-Qolam, 1996 ), him.118-
120.
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Dan al-Quran surat an-Nisa ayat 25:
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Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup
perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh
mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.
Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian
yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan
berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun
wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula)
wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila
mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan
perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari
hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini
budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan
menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu
lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(QS. An-Nisa [04]: 25).

Imam Syafi’i memahami ayat-ayat di atas bahwa wali laki-laki adalah
yang menikahi dan yang berhak untuk menjadi wali pada diri seorang wanita.
Selain itu, dilihat dari latar belakang turunnya ayat 232 dari surat al-Bagarah,

menurut sebagian ahli ilmu al-Quran, adalah ketika sahabat Ma’qal menikahkan
putrinya dengan anak pamannya dan kemudian keduanya cerai. Tapi setelah
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habis masa ‘idah, keduanya sama-sama ingin menikah kembali, tapi Ma’qal
sebagai wali menolak untuk menikahkan kembali putrinya, maka Allah
menurunkan ayat tersebut kepada para wali agar tidak mempersulit anak
perempuannya yang ingin menikah (‘adhal). Hal ini menunjukkan bahwa sebab
terjadinya ‘adhal adalah karena perempuan tidak bisa menikahkan dirinya
sendiri tetapi harus dengan wali, tetapi wali menolak menikahkannya.>®

Menurut mazhab Syafi’i bahwa yang menjadi objek dari wali mujbir
adalah anak perempuan yang masih gadis (al-bikr), baik itu sudah baligh
maunpun belum baligh, karena menurut mazhab Syafi’i yang menjadi ‘illat
(alasan) hukum terkait berlakunya hak ijbar yang dimiliki wali mujbir adalah
ketika orang yang berada di dalam perwaliannya masih berstatus anak
perempuan yang masih gadis (al-bikr), tendensi hukum yang dipakai oleh
Mazhab Syafi’i adalah hadis di bawah ini:
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Dari Ibnu ‘Abbas r.a bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : “janda
lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan persetujuannya adalah

diamnya” (HR. Abi Dawud).®
Hadis yang tersebut diatas dapat dipahami bahwa seorang janda berhak

atas dirinya oleh karenanya pemahaman baliknya (mafhum mukhalafah) ketika
seorang perempuan tersebut masih gadis (al-bikr), maka hak pernikahannya
dipegang oleh wali.

Menurut Imam Syafi’i Ijbar adalah suatu tindakan yang dilakukan
seseorang untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. lIstilah ijbar

*’Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris, al-Umm, Juz 6 (Mesir: Daru al-Wafa, 2001) h.31-
32. Al-Shabuni, Muhammad Ali, Tafsir Ayati al-Ahkam (Indonesia: Daru al-Kutub, 2001) him.
251-252.

% As-Syafi’i, Al-Umm, him. 21.
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dikenal dalam figh Islam berkaitan erat dengan perkawinan. dalam figh mazhab
Syafi’i orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbar adalah ayah atau (kalau
tidak ada ayah), kakek. Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali
mujbir, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengawinkan
anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan
dan perkawinan dipandang sah secara hukum.®*Orang tua dalam perkawinan
mempunyai peranan yang cukup besar, terutama berhubungan dengan pasangan
bagi anak perempuannya. Konsep hak ijbar dalam perkawinan sesuai dengan
tujuan syara’ yang digarisbawahi oleh Islam, yakni memelihara agama dan
memelihara jiwa, dengan mendapatkan pasangan yang tepat diharapkan
agamanya akan terpelihara serta kelak akan menghasilkan keturunan yang
berkualitas.®®

ljbar seorang ayah kepada anaknya lebih karena seorang ayah
bertanggung jawab penuh atas anak perempuannya dengan asumsi dasar anak
perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri
dan dikhawatirkan salah memilih pasangan hidup yang ideal.®

Dalam mazhab Syafi*“i dikenal istilah ijbar bagi wali mujbir. Wali mujbir
adalah orang tua calon mempelai perempuan, yang dalam aliran Syafi’i ialah
ayah, atau kakek apabila ayahnya tidak ada.®* Walaupun demikian, hak ijbar
ayah atau kakek tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan sekehendak
hatinya. Ulama mazhab Syafi’i mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan
anak laki laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan, sedang untuk
anak perempuan diperlukan beberapa syarat, antara lain : (1) Tidak adanya

permusuhan yang nyata antara anak perempuan dengan walinya; (2) Tidak ada

¢ Husein Muhammad, Figh Perempuan..., him. 79-80.
%25yamsul Dukha, Hak ljbar dalam Perkawinan..., him. 9.

®3syamsul Dukha, Hak ljbar dalam Perkawinan..., him. 13.

* Wahbah al-Zuhayli, Al-Fighu al-Islami wa Adillatuh (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Vol.
7, 6695
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permusuhan yang nyata natara dia dengan calon suminya; (3) Calon suami harus
sekufu®; (4) Calon suami harus memberikan maskawin yang pantas. Tentang
masalah ijbar, Imam As-Syafi’i menyandarakan pendapatnya pada Al-Qur’an
sebagai sumber utama, sekalipun Al-Qur’an tidak menjelaskan secara tekstual
mengenai wali mujbir, namun secara konstektual ayat-ayat tersebut
mengindikasikan adanya wali mujbir, yaitu pada ayat Al-Qur’an surah an-Nisa’
ayat 6 :

’>
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Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai
memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
(QS. An-Nisa’ [4]: 6).

Ayat di atas menurut Imam As-Syafi’i bahwa urusan anak yatim atau
anak yang di bawah perwalian yang masih di bawah umur adalah berada pada
seorang wali. Kedewasaan tersebut setelah usia anak itu mencapai usia 15 tahun
baik laki-laki atau pun perempuan, atau ketika anak laki-laki tersebut mereka
sudah mimpi basah sebagai tanda aqil baligh, dan bagi anak gadis telah
menstruasi. Hal ini sesuai hadis yang menceritakan perkawinan Rasul dengan
‘Aisyah putri Abu Bakar ra.: “Rasul menikahiku pada saat usiaku 6 tahun, dan
hidup bersamaku pada usia 9 tahun.”®. Maka yang menikahkan beliau adalah
ayahnya yaitu sahabat Abu Bakr as-Shiddiq, karena ayah lebih berhak dari pada

gadis dalam pernikahannya.

% Muslim b. Hajjaj al-Naysaburi, Shahih Muslim (Beirut: Dar al-Kutub al-“Iimiyah,
2013), Vol. 1, Indeks 1422, 604
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Rasulullah saw menikah dengan ‘Aisyah setelah Khadijah, isteri pertama
Rasul, meninggal dunia, yakni tahun ke-3 (tiga) sebelum hijrah.% Jika dikatakan
dalam hadits bahwa ‘Aisyah berumah tangga dengan Rasul pada usia 9 tahun,
berarti saat itu ‘Aisyah baru berada di kota Madinah pada tahun ke 3 Hijriyah.
Al-Nawawi dalam menjelaskan hadits di atas mengemukakan bahwa tidak perlu
izin bagi ayah untuk mengkawinkan anak perempuan yang masih kecil, sebab
anak yang masih kecil tidak mungkin memberikan izin. Tentu pertimbangan
yang digunakan oleh ayah adalah untuk kemashlahatan anak gadis yang
dikawinkannya.®” Masih terkait hadits pernikahan Rasul dengan “Aisyah di atas,
Imam Syafi’i menyatakan:*“Dari pernikahan ‘Aisyah dengan Nabi saw oleh Abu
Bakar ra disaat masih usia 6 tahun dan berumah tangga dengan Rasul pada saat
9 tahun menunjukkan bahwa ayah lebih berhak atas diri gadis melebihi hak
dirinya sendiri; sebab seandainya anak perempuan yang telah mencapai usia
gadis lebih berhak atas dirinya sendiri daripada ayahnya, itu sama halnya bagi
ayah tidak diperbolehkan menikahkannya sampai ia mencapai usia baligh
sehingga perkawinannya baru dapat diselenggarakan atas izinnya.” ®

Dari pernyataan Imam Syafi’i di atas diketahui bahwa seorang wali lebih
berhak atas diri anak gadisnya, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan,
selama memang belum mencapai usia dewasa atau baligh. Hal ini dipandang
wajar, sebab anak dalam usia sebelum baligh seluruh tindakan keperdataannya
dilimpahkan kepada walinya, hal ini sebab anak tersebut belum dipandang
sebagai cakap hukum. Lebih lanjut, dalam hal penentuan usia baligh, sehingga
seseorang dipandang cakap hukum, Imam Syafi’i menyatakan bahwa ketika

ketentuan yang menyatakan bahwa kewajiban jihad dibebankan atas anak usia

% Ahmad b. Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih Muslim, (Beirut: Dar
Ma"rifah, 1379 H.), Vol. 9, 26.

®" Abu Zakariya Yahya b. Syaraf al-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya"
Turats al-Arabi, 1392 H.), Vol. 9, 206

**Muhammad b. Idris al-Syafi“i, Al-Umm, CD al-Maktabah al-Syamilah, Vol. 5, 17.
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lima belas tahun itu menjadi sunnah Rasul dan hal ini diambil oleh kaum
muslimin sebagai batas ketentuan serta Allah swt menetapkannya dalam hal
anak-anak yatim; Allah swt berfirman “sampai mereka cukup umur untuk
kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai
memelihara harta)69 dan tidaklah ada baginya perintah (yang berlaku) untuk
dirinya sendiri kecuali ia adalah anak laki-laki yang telah mencapai usia lima
belas tahun, atau anak perempuan usia lima belas tahun; terkecuali bagi yang
sudah mimpi basah atau gadis yang haid sebelum usia lima belas tahun maka
bagi keduanya berlaku perintah (yang berlaku) untuk mereka berdua.”

Dengan demikian jika terdapat seorang anak perempuan yang belum
pernah mengeluarkan haid dan belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atas
dirinya berlaku hak ijbar oleh walinya, sehingga wali boleh menikahkannya
dengan lelaki siapapun tanpa harus meminta persetujuannya. Ketentuan ini
berbeda halnya jika ternyata anak perempuan yang akan dinikahkan telah
mencapai usia bikr (gadis). Dalam hal ini Imam Syafi’i mengambil hujjah dari
Hadis Rasul yang berbunyi:“Janda lebih berhak tentang dirinya sendiri,
sementara gadis dimintai izin dalam dirinya dan izinnya adalah diamnya.”71

Tentang hadits ini Imam Syafi’i memberikan analisis dengan
menyatakan bahwa “Petunjuk sunnah Rasul ketika membedakan antara gadis
dan janda; yakni janda lebih berhak atas dirinya sendiri dibanding walinya, dan
menjadikan anak gadis harus dimintai izin dalam dirinya, memberi keserupaan
bahwa wali sebagaimana yang dikendaki yakni khusus bapak dan menjadikan
janda lebih berhak dengan dirinya sendiri dibanding walinya.

®*Departemen Agama RI, Al-Qur ‘an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit J-
Art, 2014), 78

" Ibid.
"Muslim, Shahih Muslim... ..., Indeks 1421, 604.
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Hal ini menunjukkan bahwa perintah untuk meminta izin kepada gadis
dalam dirinya merupakan perintah pilihan bukan perintah wajib. Sebab jika
seandainya anak gadis tidak mau kepada calon suaminya sehingga bagi wali
tidak boleh mengkawinkannya, maka anak status anak gadis seperti janda. Dan
dengan demikian sama halnya artinya seluruh perempuan sama-sama lebih
berhak dengan dirinya sendiri daripada walinya; izinnya janda adalah dengan
perkataan sedangkan izinnya gadis adalah dengan diam”."

Penjelasan Imam As-Syafi’i di atas merupakan lanjutan pernyataan
tentang anak perempuan (non janda) seandainya telah mencapai usia bikr
(gadis), maka bagi seorang wali dianjurkan untuk meminta izin jika ingin
mengawinkannya, sekalipun hal ini tidak berupa kewajiban. Dari titik ini Imam
As-Syafi’i masih bersikukuh tentang adanya hak ijbar bagi seorang wali. Satu-
satunya penyebab hilangnya hak ijbar seorang wali, dengan demikian, hanyalah
ketika perempuan berstatus sebagai janda. Kriteria janda menurut ketetapan
Imam As-Syafi’i adalah Ketika seorang perempuan telah di jima’ dengan nikah
yang sah ataupun fasid atau karena zina, baik perempuan tersebut masih kecil,
sudah baligh atau belum maka statusnya adalah janda.”

Dari sini diketahui bahwa penentuan status janda adalah karena telah
berhubungan badan dengan laki-laki, baik melalui perkawinan yang sah ataupun
jalan illegal. Baik perempuan tersebut masih kecil ataupun sudah dewasa.
Kesimpulan tentang hak ijbar oleh wali atas anak dalam hal perkawinan,
menurut Imam Syafi’i sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah:

Pertama, Jika anak perempuannya telah dijima’ maka walinya tidak
boleh mengkawinkannya kecuali ada izin secara lisan dari yang bersangkutan;

Kedua, Jika anak perempuannya gadis dan sudah baligh, maka bagi wali

dianjurkan untuk meminta izin kepadanya jika ingin mengkawinkannya;

2p1-Syafi“i, Al-Umm, him.18.
"3 1bid.
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Ketiga, Jika anak perempuannya masih gadis dan belum baligh, maka
bagi wali langsung dapat mengkawinkannya meski tanpa izin terlebih dahulu.

Kemudian dari sudut pandang maqashid al-syari’ah tentang Maslahat,
adanya konsep hak ijbar dalam perkawinan adalah untuk menjaga kemaslahatan
anak gadis agar tidak salah pilih dan tidak sembarangan dalam memilih calon
suaminya, karena dengan sedikitnya informasi tentang calon suaminya bagi
sebahagian perempuan yang hidup dalam pingitan orang tua dan tradisi. Hal ini
akan berimplikasi pada menjaga dan memelihara agama dan keturunannya.’
Maslahat ini hanya berlaku untuk perempuan pada masa Imam Syafi’i dan masa
lalu yang tidak banyak mempunyai akses terhadap informasi publik untuk
mengetahui sifat-sifat suaminya secara langsung.

Konsep ijbar Imam Syafi’i dalam prakteknya di masyarakat juga
mempunyai dampak positif bagi orang tua gadis dan gadis itu sendiri sesuai
dengan situasi dan kondisi sosial di mana keluarga itu hidup. Diantar dampak
positif tersebut seperti meminimalisasi adanya sex bebas, AIDS, HIV, dan

penyakit kelamin lainnya, mengurangi beban ekonomi keluarga.

C. Analisis Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i Tentang Wali Ijbar

Dalam Pandangan Imam Hanafi, yang menjadi hak ijbar bukan hanya
ayah dan kakek, tapi seluruhnya, selama yang akan dikawinkan itu adalah
perempuan yang masih kecil dan tidak sehat akalnya.

Dalam pandangan Imam Hanafi, bahwasannya persetujuan calon
mempelai, baik dia gadis ataupun janda, maka persetujuannya ialah hal yang
sangat menentukan. Dimana persetujuan dari gadis cukup dengan diamnya

sedangkan janda harus dinyatakan dengan tegas.

7% Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan
Fakultas Hukum UlI, 2000), him. 42.
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Wali bukan termasuk syarat keabsahan dalam pernikahan yang
dilakukan secara sekufu (sepadan dalam tinjauan syara’), Pendapat ini didukung
oleh Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang berpendapat bahwa akad
pernikahan seorang perempuan yang merdeka dan telah baligh tanpa kerelaan
walinya dapat terlaksana. Oleh sebab itu, seorang perempuan yang telah baligh
dapat melaksanakan sendiri akad perkawinannya, serta akad perkawinan
perempuan yang lainnya. Akan tetapi, jika dia melaksanakan sendiri akad
perkawinannya, sedangkan dia memiliki wali ‘asabah, maka disyaratkan bagi
sah dan kelaziman akad perkawinannya agar si suami merupakan orang yang
setara dengannya. Jangan sampai maharnya kurang dari standar mahar mitli.”

Imam Hanafi berpendapat bahwa yang menjadi objek wali mujbir adalah
setiap anak perempuan yang masih kecil, batasan kecil menurut mazhab Hanafi
yaitu ketika seorang anak perempuan tersebut belum baligh, maka seorang wali
mujbir berhak mengawinkan anak perempuan yang berada di dalam
perwaliannya tanpa harus menunggu izin dari anak perempuan tersebut’®
Mazhab Hanafi Memberikan alasan bahwa anak kecil yang belum mencapai
tingkat baligh anak tersebut belum cakap secara hukum, oleh karenanya untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka seorang walinya diberi sebuah
wewenang untuk mengawinkannya, disisi lain anak kecil juga belum mencapai
sebuah pengalaman dibidang perkawinan, oleh karenanya tidak mungkin untuk
bermusyawarah dengannya yang berhubungan dengal hal perkawinan. Jelas
bahwa mazhab Hanafi memberikan argumen mengenai objek wali mujbir lebih
memfokuskan pada argumen yang bersifat pemikiran, hal ini bisa dilihat dari
alasan yang disampaikan oleh mazhab Hanafi, bahwa seorang anak kecil yang

belum baligh tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah akad, oleh

’> Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani,
2011), him. 183-184.

’® Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, Syarakh Fathul Al-Qadir,
Juz 111 (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-limiah, 1995), him. 252.
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karenanya dapat dipahami bahwa ketika seorang anak perempuan tersebut sudah
mencapai baligh maka maka dengan sendirinya hak ijbar yang dimiliki oleh

wali mujbir akan hilang.

Sedangkan menurut mazhab Syafi’i bahwa yang menjadi objek wali
mujbir adalah anak perempuan yang masih gadis, oleh karena itu pendapat
mazhab Syafi’i ini memasukkan seorang perempuan yang sudah dewasa tetapi
masih berstatus gadis (al-bikr), jelas bahwa seorang perempuan yang masih
berstatus gadis menurut mazhab Syafi’i perwaliannya termasuk kedalam wali
mujbir, argumen dari mazhab Syafi’i bahwa selama anak perempuan tersebut
masih berstatus gadis maka hak seorang wali masih ada, batasan gadis menurut
mazhab Syafi’i yaitu selama perempuan tersebut belum pernah bersetubuh,
walaupun bersetubuhnya secara zina maka orang tersebut sudah tidak dihukumi
gadis lagi, pernyataan mazhab Syafi’i ini memasukkan seorang gadis yang
dicerai suaminya tetapi belum pernah disetubuhi, karena secara hakikatnya
perempuan tersebut masih berstatus gadis, walaupun secara pandangan
masyarakat perempuan tersebut sudah janda, tetapi dalam hal menentukan
perwaliannya mujbir dilihat dari sisi status perempuan tersebut yang sudah
pernah disetubuhi atau belum, dan bukan karena pandangan masyarakat umum
yang beranggapan bahwa perempuan tersebut telah berstatus janda.”’

Sementara ditinjau dari pandangan Imam Syafi’i pernyataan tentang
anak perempuan (non janda) seandainya telah mencapai usia gadis (bikr), maka
bagi seorang wali dianjurkan untuk meminta izin jika ingin mengawinkannya,
sekalipun hal ini tidak berupa kewajiban. Dari titik ini Imam As-Syafi’i masih
bersikukuh tentang adanya hak ijbar bagi seorang wali. Satu-satunya penyebab

hilangnya hak ijbar seorang wali, hanyalah ketika perempuan berstatus sebagai

7 Muhammad Shata al-Dimyati, Hashiiyah I'anatu al-Thalibin, Juz 111 (Beirut-
Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2009), him. 562.
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janda. Kriteria janda menurut ketetapan Imam As-Syafi’i adalah Ketika seorang
perempuan telah di jima’ dengan nikah yang sah ataupun fasid atau karena zina,
baik perempuan tersebut masih kecil, sudah baligh atau belum maka statusnya
adalah janda.

Ditinjau dari segi magashid al-syari’ah tentang hak wali ijbar, penulis
menerapkan konsep ijbar tersebut kedalam maqgashid al-syari’ah yang dilihat
dari sisi Universalitas yaitu, al-magashid al-ammabh.

Magashid al-ammah adalah magashid yang mencakup semua maslahah
yang didapatkan dalam syariat bersifat umum dan universal seperti keadilan,
kemudahan, toleransi dan lainnya termasuk dalam kategori ini adalah aspek ad-
dhariruyat (kemaslahatan premier) yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan oleh
seluruh umat manusia, apabila tidak dipenuhi maka akan sangat berpengaruh
pada tatanan kehidupan dan bisa berakibat fatal.”® Dengan menerapkan konsep
ijbar untuk zaman sekarang ini akan menafikan tujuan pernikahan itu sendiri
yaitu untuk melestarikan keturunan dan menjaga agama, karena dengan adanya
ijpar dalam pernikahan akan sulit untuk mendapatkan keharmonisan dalam
sebuah keluarga sehingga berpengaruh pada tidak sehatnya reproduksi
perempuan sehingga sulit untuk mendapatkan keturunan dan menjaga keutuhan
institusi keluarga. Sebuah pernikahan juga bertujuan untuk meningkatkan
kualitas ibadah kita dengan tersalurkannya naluri seksual pada tempat yang halal
serta menjaga pandangan dan kemaluan dari perzinahan sebagaimana yang di
jelaskan dalam hadis yang artinya: ‘“sesungguhnya pernikahan dapat menjaga
pandangan (dari hal yang diharamkan) dan lebih membentengi kemaluan » 1
Akan tetapi jika pernikahan itu dilaksanakan secara ijbar maka tujuan untuk

menjaga pandangan dan kemaluan itu tidak akan di dapatkan pada masing-

7% Dr. Nuruddin Bin Mukhtar al Khadimi, Zmu al Magashid al Syari’ah, (Riyadh;
Maktabah al ‘Abikan, 2001), him. 71

”® Muslim ibn Hajjaj, al-musnad al-shahih, juz 2, (Beirut: Darul lhya al-Turats al-
Arabi), him. 1018
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masing pasangan, karena pernikahan itu tidak dikehendaki oleh pasangan yang
merasa haknya telah dirampas oleh seorang wali ijbar dalam pernikahan.

Selanjutnya, ada Magashid yang terkait dengan maslahah atau hikmah
yang di ambil dari sebuah nas untuk suatu peristiwa hukum. Dalam hal ini
adalah maslahah konsep ijbar yang bertujuan agar seorang anak gadis tidak
salah pilih karena keterbatasan pengetahuan dunia luar, maka untuk saat ini
kemaslahatan ini sudah tidak berlaku lagi untuk zaman sekarang, maka tidak
boleh memaksakan konsep ijbar nikah kepada gadis dewasa yang sudah
dianggap cakap hukum karena tidak adanya hikmah yang diharapkan tersebut.

Dalam konteks ijbar ini yang mana sebuah hukum bolehnya konsep
ijpar Imam Syafi’i dikarenakan agar anak gadis tidak salah pilih karena
kurangnya akses publik pada masanya sudah tidak ditemukan lagi pada zaman
saat ini. Bahkan dengan menghapus hak wali ijbar akan menciptakan magashid
al-khassah yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah, dan dari magashid al-khassah akan berdampak baik untuk menjaga
agama dan keturunan sesuai dengan konsep magashid al-ammah.

Maka dari itu, setelah memahami pandangan Imam Hanafi dan Imam
Syafi’i tentang hak wali ijbar, penulis lebih condong kepada pandangan Imam
Hanafi yang menyatakan bahwa hak wali ijbar tersebut hanya berlaku untuk
anak perempuan kecil yang belum baligh, sedangkan untuk perempuan yang
sudah dewasa dan baligh tidak ada hak wali ijbar terhadapnya, karena sangat
sesuai dengan konsep magashid al-syari’ah yang di lihat dari sisi Universalitas
dan juga dengan melihat kondisi sosial zaman sekarang ini telah memberikan
kesempatan yang luas bagi perempuan untuk belajar, menuntut ilmu, bekerja,
dan mengetahui sebahagian besar seluk beluk urusan kehidupan bahkan sudah
banyak yang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan serta sudah
bisa memilih jalan yang terbaik untuk kehidupan yang dia jalani.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak wali ijbar ialah hak perwalian kepada wanita kecil baik perawan
maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang
waras , dan perwalian terhadap budak perempuan. Pandangan Imam
Hanafi tentang hak wali ijbar dalam maqgashid al-Syari’ah yaitu yang
menjadi hak ijbar bukan hanya ayah dan kakek, tapi seluruhnya, selama
yang akan dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil dan tidak
sehat akalnya. Pendapat Imam Hanafi ini diambil dari ayat-ayat al-
Quran vyang dipahami bahwa perempuan dapat melaksanakan
perkawinannya sendiri, tanpa adanya seorang wali, seperti dalam surah
al-Bagarah ayat 232. Dalam pandangan Abu Hanifah, persetujuan
seorang perempuan baik janda ataupun gadis harus ada dalam
perkawinan. Dan sebaliknya, apabila mereka menolak, akad nikah tidak
boleh dilaksanakan meskipun itu oleh ayahnya sendiri. Dasar penetapan
harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan adalah kasus dimasa
Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menolak pernikahan gadis yang
dinikahkan ayahnya karena sang calon tidak menyetujui yakni kasus
yang menimpa al-Khansa’a.

2. Menurut Imam Syafi’i hak wali ijbar merupakan hak wali yang berhak
menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya, baik gadis
tersebut sudah baligh ataupun belum baligh. Pandangan Imam Syafi’i
tentang hak wali ijbar dalam maqashid al-Syari’ah yaitu masalah ijbar,
Imam As-Syafi’i menyandarakan pendapatnya pada Al-Qur’an sebagai
sumber utama, sekalipun Al-Qur’an tidak menjelaskan secara tekstual
mengenai wali mujbir, namun secara konstektual ayat-ayat tersebut

mengindikasikan adanya wali mujbir, yaitu pada ayat Al-Qur’an surah
49
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an-Nisa’ ayat 6. Istilah ijbar dikenal dalam figh Islam berkaitan erat
dengan perkawinan. dalam figh mazhab Syafi’i orang yang memiliki
kekuasaan atau hak ijbar adalah ayah atau (kalau tidak ada ayah), kakek.
Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali mujbir, maka dia
adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengawinkan anak
perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan
dan perkawinan dipandang sah secara hukum. Dalam mazhab Syafi’i

dikenal istilah ijbar bagi wali mujbir.

B. Saran

1. Hak wali ijbar berpotensi menimbulkan berbagai macam kekerasan
terhadap perempuan yang justru menjauhkan dari tujuan perkawinan itu
sendiri. Artinya telah terjadi inkonsistensi hak wali ijbar, karena fungsi
dan kedudukan wali mujbir akan mengantarkan perempuan pada
penderitaan dalam berumah tangga bukan kebahagiaan sebagaiman yang
menjadi tujuan pokoknya. Oleh karenanya penulis berkesimpulan bahwa
hak wali ijbar merupakan bentuk kuasa orang tua yang meminggirkan
perempuan, dan sudah sepatutnya hal ini tidak dianggap sebagai bagian
dalam ajaran Islam meskipun berbeda pandangan Imam Hanafi dan
Imam Syafi’i tentang posisi hak wali ijbar terhadap anak perempuan
dalam pernikahan.

2. Hendaknya seorang ayah sebagai wali dari anaknya agar dapat
menempatkan posisinya kapan seharusnya mengambil posisinya sebagai
wali mujbir, dan anak wanita dari ayah tersebut mampu memposisikan
dirinya dalam kondisi apa seorang anak wanita tersebut boleh menolak
pilihan dari ayahnya tersebut dalam menentukan calon suami sehingga

tidak memberikan kesan paksaan dalam pernikahan, karena pada
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dasarnya tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk membina keluarga
yang aman, tentram, dan damai.

Kepada para peneliti selanjutnya, baik mahasiswa ataupun dosen agar
dapat meneliti lebih lanjut tentang permasalahan ini. Tentunya melalui
sudut pandang yang lain, mungkin dalam skripsi ini masih ada yang
kurang yang belum di bahas, hal ini agar dapat memperkaya

perpustakaan syari’ah dalam bidang perbandingan mazhab.
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